
BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ e5 , /Kpts/BPT-PS l2o2o

].ENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN

NoMoR : 9oo I A lKpts IBPT-PS/2020
TENTANG PENETA PAN PENGGUNAANGGARAN / PENGGUNA BARANG,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O dan
berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : a2O I 896/DPK-Sekretaris.0l/
2O2O tanggal 14 April 2O2O tentang Usulan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran dan Bendahara, perlu dilakukan
Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati
Pesisir Selatan Nomor : 900 lA lKpts/BPT-PS l2O2O
tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeiuaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
Anggaran 2O2A;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan
Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir
Selatan Nomor : 900/ 14lKptsIBPT-PS/2020 tentang
Penetapan Pengguna Anggran/Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2O2O;

b.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956
Nomor 25) .jis Undang-Undang Drt. Nomor 2I Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor l6a$;

Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa}Ol;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negar:a Republik Indonesia Nomor 5a9a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

2.

3.

4.

c.

6.

7.



8.

9.

10.

11

t2.

t4.

15.

16.

13.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Repr-rblik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu n 2006 tentang
Pelapcran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6la);

Peraturan Pemerintah Nomo r 12 Tatrun 20 L7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Taltun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2}ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai
mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2OLB Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2OL9
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

Peraturan f)aerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuarrgan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6
Tahun 2AL9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020;

17.



18.

19.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2OL6
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian T\.rgas Jabatan
Struktural Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2OLg
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020;

MEMUTUSKAN :

Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati
Pesisir Selatan Nomor : gOOl 14 lKptsIBPT-PS/2020
tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun
Anggaran 2O2A, sebagairnana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Apabila Pengguna Anggaran lBarang sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka
yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu
untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal [p April 2O2O

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

R SELATAN,
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